BAB IV
GAMBARAN UMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT
A. Sejarah Umum Bank Perkreditan Rakyat

Sejarah bank perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada
abad ke-19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank
Dagang Desa, dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk
melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan
bunga tinggi. Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga
keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank
Karya Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970an, Lembaga Dana Kredit
Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 1988, Pemerintah
mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan
Presiden Rl No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru.
Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan
usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR. Dengan dikeluarkannya Undang-
Undang No.7 tentang Perbankan tahun 1992 (UU No.7/1992 tentang Perbankan),
BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain
Bank Umum.

Sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank
yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan
kegiatan usahanya sebagai bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa lembaga-
lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank

Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga
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lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan
memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
(PP).

Selanjutnya PP N0.71/1992 memberikan jangka waktu sampai dengan 31
Oktober 1997 bagi lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk memenuhi
persyaratan menjadi BPR. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, tidak
seluruh lembaga keuangan tersebut dapat dikukuhkan sebagai BPR karena tidak
dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BPR yang didirikan sesudah PAKTO 1988 maupun Lembaga Keuangan
yang dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP N0.71/1992, tunduk pada
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan
peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas
pengawas bank. Khusus Badan Kredit Desa (BKD), meskipun lembaga tersebut
sesuai UU No0.7/1992 tentang Perbankan, diberikan status sebagai BPR, namun
karena organisasi dan manajemennya relatif sederhana, lingkup usahanya sangat
kecil, serta operasionalnya tidak setiap hari, maka pengaturan dan pengawasan
terhadap BKD pun tidak dapat disamakan dengan BPR.

Dengan mempertimbangkan karakteristik yang spesifik, jumlah dan
sebarannya serta secara historis sebelum PAKTO 1988 pengawasan BKD
dibawah kewenangan BRI maka pengawasan BKD dilakukan oleh BRI untuk dan
atas nama Bank Indonesia.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang

dikenal melayani golongan pengusaha  mikro, kecil dan menengah. BPR
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merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur dalam Undang-Undang
Perbankan yang berfungsi tidak hanya sekedar menyalurkan kredit dalam bentuk
kredit modal Kkerja, investasi maupun konsumsi tetapi juga melakukan
penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan
bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Sebagaimana halnya dengan Bank Umum, masyarakat yang menyimpan
dana di BPR juga dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selama
penempatan yang dilakukan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan
LPS.

1. Sasaran Bank Perkreditan Rakyat

Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil,
pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank
umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan
kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke
tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon), karena BPR umumnya
ditujukan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah bukan hanya di pedesaan
saja tetapi untuk masyarakat perkotaan golongan ekonomi lemah juga.

2. Asas Bank Perkreditan Rakyat

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi
Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri
positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (free fight

liberalism, etatisme, dan monopoli). Pasal tersebut diantara nya berbunyi:
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Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.

Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar
demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah
pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran
masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Selanjutnya
dikatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi
adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta
penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-
seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam
bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal
33.

B. Sturktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat
1. Anggota Direksi & Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan :

a. Kompetensi

b. Integritas

c. Reputasi keuangan
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Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test) BPR. Jumlah anggota Direksi minimal berjumlah 2
orang dengan pendidikan minimal D3.

Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :

a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungannya sebagai orang tua, mertua,

menantu, suami, isteri, saudara kandung, atau ipar; dan/ atau

b. Anggota Dewan Komisaris dalam hubungannya sebagai orang tua,

mertua, menantu, suami, isteri, atau saudara kandung.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau
Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lain.
Jumlah anggota Dewan Komisaris minimal 2 orang dan minimal 50% anggota
Dewan Komisaris memiliki pengalaman di bidang perbankan. Anggota Dewan
Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada
2 BPR atau pada 1 Bank Umum.

2. Pendirian Badan Usaha

Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi,
atau perusahaan daerah, dan hanya dapat didirikan seizin Direksi Bank Indonesia.
Untuk memperoleh izin usaha tersebut, seseorang wajib memenuhi persyaratan
minimal tentang susunan organisasi dan kepengurusan, pemodalan, kepemilikan,
keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja.

Pendirian bank perkreditan rakyat dapat dilakukan oleh:

1. Warga Negara Indonesia
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2. Badan Hukum londonesia yang seluruh kepemilkannya oleh WNI

3. Pemerintah Daerah, atau

4. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka (1), (2), dan

@).
Sehingga berdasarkan dikatakan bahwa kepemilikan bank perkreditan rakyat
dapat berlaku bila :

a) BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia,
badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara
Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara
warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh
pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.

b) BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur
berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang
berlaku.

c) BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat
diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Perseroan terbatas adalah
suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal
terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak
saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham
yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat
dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

d) Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
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e) Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat
ijin Menteri Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan
Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi
ditetapkan clengan Peraturan Pemerintah.
Sesuai denga SK Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12
Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dikatakan bahwa modal disetor untuk
mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
a. Lima miliar rupiah untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta
b. Dua miliar rupiah untuk BPR yang didirikan di DKI Jakarta, dan
Kabupaten/ Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang

c. Satu miliar rupiah untuk BPR yang didirikan diwilayah Ibukota Provinsi
di luar wilayah yang disebut dalam huruf (a)

d. Lima ratus juta rupiah untuk BPR yang didirikan diluar dan wilayah yang
disebut dalam huruf (a) dan (b).

Dinyatakan juga bahwa dalam upaya membantu kelancaran operasional,
bank umum dapat membuka kantor cabang hanya dalam wilayah provinsi yang
sama dengan kantor pusatnya seizin Direksi Bank Indonesia. Artinya jika ingin
mendirikan bank atau pembukaan cabang baru maka diharuskan untuk memenuhi
berbagai persyaratan yang telah ditentukan Bank Indonesia. Bank Indonesia
mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam
mengambil keputusan.

Sementara itu, modal disetor bagi BPR yang berbentuk badan hukum

Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur
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dalam undang-undang tentang perkoperasian. Paling sedikit 50% dari modal
disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

Salah satu pertimbangan dalam pemberian izin BPR oleh Bl adalah hasil
analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR yang harus disampaikan
sebagai salah satu persyaratan, yang meliputi penilaian terhadap :

a. Aspek demografi dan ekonomi wilayah

b. Jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan termasuk lembaga

keuangan mikro

c. Rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran

dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam
mewujudkan rencana dimaksud

d. Proyeksi keuangan secara bulanan untuk tahun pertama, dan secara

tahunan untuk 2 tahun berikutnya, sejak BPR melakukan kegiatan
operasional

e. Perencanaan sumber daya manusia.

3. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan
Rakyat

Dengan dikeluarkannya UU No0.21 Tahun 2011 tentang OJK, fungsi
pengaturan dan pengawasan dilakukan sepenuhnya oleh OJK. Bentuk pengaturan
dan pengawasannya ditujukan kepada:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan

2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
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3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
4. Alokasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan

oleh BPR, yaitu :

a. Dalam memberikan kredit, BPR harus memiliki keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai
dengan perjanjian.

b. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank
Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian
jaminan, atau hal lainnya yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR
kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk
kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR
tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal
yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

c. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank
Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian
jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR
kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih
dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota
direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan
yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan

keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota
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dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat
BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal
yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan

oleh BPR, yaitu :

1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai
dengan perjanjian.

2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank
Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian
jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR
kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk
kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR
tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal
yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank
Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian
jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR
kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih
dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota
direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan
yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan

keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota
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dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat
BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal

yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.



